
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 15 TAHUN 2003 

TENTANG 

PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubfthau Atas Uudang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 1998 (Lembaran Daerah 
tanggal 29 Maret 1999 Nomor 6 Ser i A Tahun 1999), 
periu dilakukan peninjauan kembali terbadap Peraturan 
Daerah d imaksud; ' 

b. bahwa untuk melaksanakan peninjauan kembali 
sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu 
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 

' Nomor 17 Tahun 1998 dan mengatur kemhati ketentuan 
tentang Pajak Hotel dengan menetapkan dalam 
Peraturan Daerah. 

Men^ngat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
l ingkungan Propinsi J a w a Timur ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 
Badan Fenyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 40, Tamhahan Lembaran Negara 
Nomor 3684); 

4, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

. Tal l u n 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3 6 8 ^ ; y a r ^ telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Ta l iuu 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak det^an Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3686); 



t 

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan l embaran Negara Nomor 3839); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Puaat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinai 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Ca r a Pemungutan Pajak Daerah ; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 
tentang Tata C a r a Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerali 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan 
Materi Muatan Froduk-produk Hukum Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Froduk-produk 
Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 
Tahun 1988 tentang Penyidtk Pegawoi Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 
Nomor 5 Seri D Tanggal 17 Oktober 1988). 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 
PAJAK HOTEL. 

B A B 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ; 
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten 

Pac i tan ; 
c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ; 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DFRD adalah Dewan P e r w ^ i l a n Rakyat 
Daerah Kabupaten Pacitan; 



e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada Daerah tanpa imhalan langsung yang 
seimbong yang dapat dipakaakan herdasarkan Peraturan 
Fenindang-mwangan yang berlaku, yang digunakan 
untuk membiayed penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan pembangunan daerah ; 

f. Hotel, adalah bangunan yang khuaus diaediakan bagL 
orang untuk dapat menginap/beriatirahat, memperoleh 
pelayanan dan atau Cosilitas lainnya dengan dipungut 
bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 
dikelola dan d imf l iTf i oleh pihak yang sama, kesualU 
untuk pertokcan dan perkantoran; 

g. Pengusaha hotel adalah I ^o rangan atau Badan yang 
menyelenggarekan hotel untuk dan atas namanya 
senmri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 
menjadi tanggungannya; 

h. Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran atas pelayanan hotel ; 

L Wajib Pajak Hotel , adalah Pengusaha Hotel ; 
j . Surat Femberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SFTPD, adalah surat yang rfigtin/ikan oleh 
wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan 
pembayaran pajak yang tenitang menurut Peraturan 
Ferundang-undangan yang ber laku ; 

k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat S3PD, adalah surat yang digunakan oleh wajib 
pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
pajak yang tenitang ke Kas Daerah atau ke tempat l a i n 
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat S IHD , a d ^ a h Surat Keputusan yang 
menentukan besamya jumlah pajak yang temtang ; 

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKFDKB, adalah Surat 
Keputusan yan^ menentukan besamya jumlah pajak 
yang tenitang, j umlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok paiak, besamya sanksi odministrasi 
dan jumlah yang masih h a m s dibayar ; 

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tamhahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, 
adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan; 

D. Surat Ketetapan Fajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKFDLB , adalah Surat Keputusan 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yang 
temtang atau tidak seluuusnya temtang ; 

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SIQ'DN, adalah Surat Keputusan yang 
menentukan jumlah pajak y a r ^ temtang sama besamya 
dengan jumlmi kredit pajak, atau pajak tidak temtang 
dan tidak ada kredit pajmc; 

disingkat STFD, adalah surat untuk melakukan tagihan 
pajak dan atau sanksi admmistrasi hempa hunga dan 
atau denda; 

r. Wilayah Daerah, adalah wDayah administrasi dalam 
Kabupaten Pac i tan ; 

s. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk 
oleh Kepala Daerah. 



B A B I I 
NAMA DAN OBYEK PAJAK 

Pasal 2 

(1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap 
pelayanan di hotel ; 

(2) Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang 
disediakan dengan pembayaran di hotel ; 

(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pasal ini meliputi : 
a. FasOitas penginapan atau fssilitas tinggal jangka 

pendek, antara la in : gubuk pariwisata (cottagej, 
motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), 
losmen, dan rumah penginapan termasuk rum a l l kos 
dengan j um lah kamar 15 a tau lelnh yang 
menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan ; 

b. Pelayanan penunjang antar la in telepon, faximil, 
telex, fotokopi, pelayanan c u d , setrika, taksi, dan 
pengangkutan lainnya, yang diaediakan atau dikelola 
hote l ; 

c. Fasilitas oleh r ^ a dan hiburan, antara lain 
pusat kehugaran (Fitnes Center), kolam renang, 
tenia, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan 
atau dikelola hote l ; 

d. J a s a persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau 
pertemuan hotel. 

Pasal 3 

Dikecualikan dari obyek pajak hote l , adalah : 
a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas 

tempat tinggal la innya yang tidak menyatu dengan 
hote l ; 

b. Asrama dan pesantren ; 
c. Fasilitas oleh raga dan hiburan yang disediakan di hotel 

yang dipergunhkan oleh bukan tamu hotel dengan 
pembayaran; 

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai 
oleh umum di hote l ; 

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 
hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umiun. 

B A B I I I 
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK 

Pasal 4 

Dasar pengenaan pmak Imtel adalah jumla l i pembayaran 
yang di'»'1"^1f**n kepada hoteL 

Pasal 5 

B e s a m y a tarip pajak hotel ditetapkan sebesar 10% 
(sepulun persen). 



B A B IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA 

PENGHITUNGAN PAJAK 
Pasal 6 

(1) Pajak hotel yang temtang dipungut di Vfilayah Daerah ; 

(2) Be s amya pajak hotel yang temtang dihitung dengan 
cara mengalikan tarn pajak hotel sebagaimana 
dimaksud d l̂̂ qtn pasa l 5 Peraturan Daerah ini dengan 
dasar pengenaan pajak hotel sebagaimana dimaksud 
dalam P a s ^ 4 Peraturan Daerah ini. 

B A B V 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 
SURAT FEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 7 

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk 
menghitmig besamya pajak temtang. 

Pasal 8 

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 
1 (satu) tahun takwim kecuali bOa wajib pajak 
men^gunakan tabnn buku yang tidak sama dengan tahun 
takwim. 

Pasal 9 

Pajak hotel temtang dalam masa pajak hotel terjadi pada 
saat pelayanan di hotel. 

Pasa l10 

(1) Setiap Wajfl) Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD ; 

(2) SFTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
h a m s diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditanda tangani oleh Wajib Pajak Hotel atau Kuasanya ; 

(3) Bentuk, Is i dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan 
oleh Kepala Daerah. 

B A B V I 
TATA CARA PERHITUNGAN 

DAN PENETAPAN PAJAK 
Pasal 11 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud daiftny 
pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah 
menetapkan pajak hotel temtang dengan menerbitkan 
S K P D ; 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

{>a3al ini tidak atau kurang dibayar setelan waktu paling 
ama 30 (tiga pulul^ har i sejak SKPD diterima, 

dikenakan sanlrai administrasi bempa bunca sebesar 
2 % (dua persen) sebulan dan ditaglh dengan 
menerbitkan STPD. 



Pasal 12 

(1) Wajib pajak hotel yang membayar sendiri SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) 
Peraturan Daerah in i digunakan untuk m e n ^ t u n g , 
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 
t emtang ; 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lime^ tahun sesudah saat 
t e m t a n ^ y a pajak hotm, Kepala Daerah dapat 
menerbitkan: 
a . S K P D K B ; 
b. S K P D K B T ; 
c. SKPDN. 

(3) S K FD K B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 
huru f a diterhitkan: 
a. Apabila herdasarkan hasi l pemeriksaan atau 

keterangan la in pajak hotel yang temtang tidak atau 
kurang dibayar, dikenakan sanksi admmistrasi bempa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari 
lajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
angka waktu paling l ama 24 (dua pufuh empat) 
lulan dihitung sejak saat temtangnya pajak. 

h. Apabila 3TFTD tidak disampaikan dalam jangka waktu 
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, 
dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel 
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
wa lmi palmg l ama 24 (dua pu luh empat) bulan 
dihittuig sejak saat temtangnya pajak hotcL. 

c. Apabila kewajiban mengiai SPTPD tidak dipenuhi, 
pajak hotel yang temtang dihitung secara jabatan, 
dan dikenakan sanksi administrasi bempa kenaikon 
sebesar 25 % (dua pu luh Uma perset^^ dari 
pokok pajak hotel ditambah sanksi administrasi 
bempa b u u ^ sebesar 2 % (dua persei^ sebulan 
dihitung d a n pajak hotel yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling l ama 
24 (dua puluh empat) hu lan dihitung sejak saat 
temtangnya p£gak hoteL 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u m f b 
pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data b a m atau 
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
p e n a m b ^ a n jumlah pajak hotel yang temtang, akan 
dikenakan aanksi admmistrasi bempa kenaikan sebesar 
100 % (seratua persen) dari jumlah kekurangan pajak 
hotel teraebut, 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u m f c 
pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak hotel yang 
temtang sama besamya dengan junuan kredit pajak 
hotel atau pajak hotel tidak temtang don tidak ada kredit 
pajak hotel. 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak hotel temtang dalam 
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) h u m f a dan b tidak atau tidak sepenuhnya 
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan 
sanksi administrasi bempa bunga 2. % (dua persen) 
sebulan. 



B A B VI I 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 

(1) Pembayaran pajak hotel dilakukan di Kas Daerah atau 
ditempat la in yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai 
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila j^embayaran pajak hotel dilakukan ditempat lain 
yang ditunjuk, hasU. penerimaan pajak hotel harus 
disetor ke Kas Daerah aelamhat-lambatnya 1 x 24 jam 
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daermi. 

(3) Pembayaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan 
menggunakan SSPD. 

Pasal 14 

(1) Pembayaran pajak hotel harus dilakukan sekaligus dan 
lunas. 

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada 
wmib pajak hotel untuk mengangaur pajak hotel temtang 
dalam k u m n waktu tertentu, seteloh memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak hotel sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, h a m s dnakukan 
secara teratur dan bertumt- tumt dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % [dua persen) sebulan dari jumlah 
pajak hotel yang belum atau kurang dibayar. 

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada 
wa^ib pajak hotel untuk menunda pembayaran 
pajak hotel sampai batas waktu yang ditentukan 
aetelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan 
dikenakan hunga 2 % (dua persen) sebulan dari junuah 
pajak hotel yang belum atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mcngangsur dan menunda 
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d>tn 
ayat (4) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah. 

Pasal I S 

(1) Setiap pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud 
Af\lfim pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda 
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

(2) Bentuk, jenis, isi , ukuran tanda bukti pembayaran dan 
buku penerimaan pajak hotel sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

B A B VI I I 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 16 

(1) Surat Teguran atau Surat Perlngatan atau Surat lain 
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan pajak hotel dikeluarkan 7 (tujuh) har i sejak 
saat j a tuh tempo pembayaran. 



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) har i aetelah tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis, wajib pajak hotel harus melunaai 
p£̂ £dc hotel yang tenitang. 

(3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 
sgenis sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal i m 
di lx luarkan oleh pqahat yang ditunjuk. 

Pasal 17 

(1) Apabila j um lah pajak hotel yang masih harus dibayar 
tidflV culunasi dalam J a n g k a waktu sebagaimana 
ditentukan ii**l**tty Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau Surat la in yang sejenis, jumlah pajak hotel yang 
harus dibayar d i t a ^ dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera 
setelhh lewat 21 (dua pu luh satu) har i sejak tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat la in 
yang sejenis. 

Pasal 18 

Apabila pajak hotel yang harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu 2 x 24 j a m sesudah tanggal pemberitahuon 
Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan 
Surat Perintflh melaksanakan penyitaan. 

Pasal 19 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak Hotel 
belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 
10 (sepuluh) har i sejak tanggal pelaksanaan 
Surat Pcrmtah melaksanakan penyitaan, Ftejabat yang 
ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggm 
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 

Pasal 20 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari , tanggal, 
j am dan tempat pelaksanaan lelang, J u r u Sita 
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada 
Wajib Pajak Hotel. 

Pasal 21 

Bentuk, jenis dan is i formulir y a t ^ dipergunokan untuk 
pelaksanaan penagihan pajak hotel ditetapkan oleh Kepala 
Daerali. 

B A B I X 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN PAJAK 
Pasal 22 

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak 
Hotel dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembehasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal mi, ditetapkan oleh Kepala Daerah. 



B A B X 
TATA CARA PEMBETULAN, FEMBATAIAN, PENGURANGAN 

KETTETAPAN DAM PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 23 

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan 
Wajib Pajak dapat: 
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT 

atau STPD yang dalflm penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 
kekeliruan d/dam penerapan Peraturan Ferundang-
undangan perpajakan Daerah. 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan 
pajak hotel yang tidak benar. 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
pajak hotel yang tenitang dalam ha l sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak hotel atau 
bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapuaan atau pengurangan aanksi 
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus 
diaampaikan secara tertulis oleh wajib pajak hotel 
kepada Kepala Daerah atau pejabat, selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) har i sejak tanggal diterima SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan 
alasan yang jelas. 

(3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 
3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudan harus 
memberikan Keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 {tiga) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) pasa l mi, Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, 
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan pcnghapusan atau pengurangan sanksi 
admimstrasi dianggap dikabulkan. 

B A B X I 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 24 

(1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Kepala Daerah atau P^ahat yang ditunjuk atas 
s u a t u : 
a. S K P D ; 
b. S K P D K B ; 
c. S K P D K B T ; 
d. SKFDLB ; 
e. SKPDN; 
f. Pemotongan atau pungutan oleh Pihak Ketiga 

berdasarkan Peraturan Ferundang-undangan 
Perpajakan yang berlaku. 



(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia paling l ama 3 (tiga) bu lan 
sejak tanjggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan 
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak Hotel, atau tanggal 
pemotongan f pemungutan oleh Pihak Ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan 
alasan yang jelas, kecuali apabila wajih pajak hotel 
dapat menunjuldcan hahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan tliluar kekuasaannya. 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam 
waktu paling l ama 12 (dua helas) bulan sejak 
tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah 
memberikan alasan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud ^ a d a ayat (3) pasal ini 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan 
dianggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar 
pajak hotel. 

Pasal 25 

(1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan banding kepada 
Badan Fenyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 
3 {Xiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar 
pajak hoteL 

Pasal 26 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam ^ pasal 23 Peraturan Daerah ini atau banding 
sehagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah 
ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran pajak hotel dikembalikan dengan ditambah 
imbalan hunga sebesar 2 % (dua persei^ sebulan untuk 
jangka waktu paling l ama 24 (dua p iuuh empat) hulan. 

B A B X I I 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 27 

(1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka 
waktu paling lama 12 (dua belasibulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
harus memberikan keputusan. 



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak hotel dianggap dikabulkan dan harus diterhitkan 
da1<qm jangka waktu paling l ama 1 (satu) bulan. 

(•4) Apabila wajib pajak hotel mempunyai utang pajak 
lainnya, kelebihan pembayaran pajak hotel sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel 
dilakukan dalam jangka waktu paling l ama 2 (dua) hulan 
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKIO. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel 
duakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan setak 
diterbitkannya SKPDLS, Kepala Daerah atau peiabat 
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 
2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan Pajak. 

Pasal 28 

Apabila kelebihan pembayaran pajeik hotel diperhitungkan 
dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
pasat 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran 
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti 
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

B A B XI I I 
K E D A L U W A R S A 

Pasal 29 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak hotel, 
kedaluwarsa setelah melampaui j a n ^ a waktu 
5 (lima) tahun terhitung sejak saat temtangnya 
pajak hotel, kecuali apabila wajib pajak hotel 
melakukan tindak pidana dihidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak hotel sehagaimana 
dimaksud pada ayat (I) tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau ; 
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak hotel 

baik Langsung maupun tidak langsung. 

B A B X IV 
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 

Pasal 30 

(1) Wajib pajak hotel yang karena kealpaannya atau 
sengaja tidak menyampaikan SFTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak henar sehingga 
memgucan keuangan daerah dapat dipidana sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Ferundang-undangan yang 
berlaku ; 

(2) Undak Pidana sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini adalah bersifat pe l an^a ran . 



Pasal 31 

(1) Pejabat Fegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidtk untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di hidang perpajakan. daerah. 

(2) Wewenang penyidlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1] 
pasal ini ada lah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lei^jkap 
dan j e l a s ; 

b. Meneliti, mencari. dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebettaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah ; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
Xndana di bidang perpajakan daerah ; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuon tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah ; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e ; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana perpajakan daera l i ; 

i . Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 

j . Men^ent ikan penyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungj awabkan. 

(3) Penyidlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasi l penyidikannya kepada 
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 



B A B XV 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 32 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 tentang 
Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku l a ^ . 

Pasal 33 

Peraturan Daerah in i mula i berlaku pada tanggal 
diundangkan 

Agar supaya setiap orang dapat mcngetahuinya, 
memerintahkau Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 30 - 12 - 2003 

BUFA' 

T R I 3 N O 



B A B X V 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasfd 32 

Dengan berlakux^a Peraturan Daerah ini , maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 tentang 
Pajak Hotel dan Restoran dir^atakan dicabut dan tidak 
berlaku l a ^ . 

Pasal 33 

Peraturan Daerah in i mula i berlaku pada tanggal 
diundangkan . 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya| 
memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 30 - 1 2 - 2 0 0 3 

BUPATI PACITAH 

CapTtd . 

S U T R 1 3 N O 

DiundangVan di Pacitan 
pada tanggal 30 - 12 - 2003 . 

SEKRETARI3 DAERAH X 

Pembina^iitama Madya 
NIP. 510 049 978 • 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACtlAN TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI B 



PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR I S TAHUN 2003 

TENTANG 
P A J A K H O T E L 

I. PENJELABAN UMUM 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tal iun 2000 

tentang Ferubahan atas Undai^-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerali, sebagai Pelaksanaan Undang-undang tersebut, 

perlu dilakukan penyesuaian dengan peningkatan kembali terhadap 

Peraturan Daerali Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 tentang 

Pajak Hotel dan Restoran. 

Pengatiu'an Pajak Hotel dan Restoran yang sebelumuya diatur 

dalam 1 (satu) Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan melakukan 

pemisahan pengaturan antara Fajak Hotel dan Pajak Restoran dengan 

menetapkan kembali pengeluarannya dalam l^ ra turan Daerah. 

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 dan Pasal 2 

Pasal 3 

Pasal 4 

Pasal 5 

Pasal 6 seunpai dengan Pasal 29 

Pasal 30 ayat ( l ) 

Pasal 30 ayat (2) 

Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 

: Cukup Ja las . 

: Hal-hal sebagaimana dimaksud 

pasal ini tidak di keiiakan pajak. 

: Cukup Jelas . 

: B e s amya tarif pajak ditetapkan 

sebesar 10 % dari dasar 

pengenaan Pajak Hotel. 

: Cukup jelas. 

: Ketentuan I ^ a t u r a n Perundaiig-

unda i ^ an yang dimaksud adalah 

ketentuan Peraturan Perundang-

unda i ^ an tentang Pajak Daerah. 

: Cukup Jelas . 

: Cukup Jelas . 

OOO 


